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   PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2023/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

Penggugat, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Kp Kelambir, 08 Februari

1992,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang

Bedagai selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat,  umur 33, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 13 Oktober 1990,

agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA,

bertempat  terakhir  di  Kota  Tebing  Tinggi,  selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  secara  tertulis  dengan

surat gugatannya tertanggal 07 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Sei  Rampah  dengan  Register  Nomor

1030/Pdt.G/2023/PA.Srh  pada  hari  dan  tanggal  yang  sama  yang  pada

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Sipispis

Kabupaten  Serdang  Bedagai,  sebagaimana sesuai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : 49/17/II/2011, tertanggal 15 Februari 2011;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama dirumah yang
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sama yang beralamat di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten

Serdang Bedagai;

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan hubungan layaknya suami  isteri  (ba’da  dukhul)  dan telah

dikarunia 3 anak;

1. Nama : 

2. Tempat,Tgl.Lahir :  Tebing  Tinggi,  30

Desember 2011

Umur : 12 Tahun

Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas VI

3. Nama : 

4. Tempat,Tgl.Lahir :  Tebing  Tinggi,  10

Oktober 2016

Umur : 7 Tahun

Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas I

5. Nama

6. Tempat,Tgl.Lahir :  Tebing  Tinggi,  31

Desember 2018

Umur : 5 Tahun

Pendidikan : TK

4. Bahwa  anak  hasil  perkawinan  antara

Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa sejak  bulan  Juli  2022  keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat  mulai tidak harmonis disebabkan karena: 

1................................Tergugat  memiliki  hubungan  dengan  wanita

lain;

6......................................Bahwa  puncak  dari  perselisihan  dan

pertengkaran  bulan  April  tahun  2023,  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat. Terugat ketahuan oleh

Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

7......................................Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

pisah rumah sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi
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terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat  dan Tergugat  telah berupaya

untuk  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  namun  tidak  berhasil,

Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada I’tikad

baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga;

9. Bahwa mengingat  Tergugat  bekerja  sebagai  Pedagang  dengan

penghasilan  per  bulan sejumlah  Rp.4.500.000,-(empat  juta  lima  ratus

ribu upiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat

dihukum  untuk  membayar  nafkah  selama  masa  iddah  sejumlah  Rp.

3.000.000(tiga juta rupiah) serta nafkah mut’ah sejumlah Rp. 12.000.000,

(dua  belas  juta  rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat

mengambil Akta Cerai; 

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang

nafkah iddah serta  nafkah mut’ah dan Penggugat memohon agar Majelis

Hakim  memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei  Rampah untuk

menahan  Akta  Cerai  atas  nama  Tergugat  sampai  dengan  Tergugat

memenuhi tuntutan                                               Penggugat;

11. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi  sebagai

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) 

terhadap Penggugat (Penggugat); 

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat 
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sebelum Tergugat

mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000(tiga

juta rupiah);

2. Nafkah Mut’ah sejumlah Rp. 12.000.000, (dua belas juta

rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah

untuk menyerahkan  Akta  Cerai  kepada  Tergugat  setelah  Tergugat

memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi

luasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak

datang  menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai  wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil  secara

resmi  dan  patut  yang  relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan

Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dalam  sidang  yang  dinyatakan  tertutup  untuk  umum  dimulai

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat

menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat
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- Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

kecamatan Sipispis, nomor: 49/17/II/2011, tertanggal 15 Februari 2011.

Bukti  surat  tersebut  telah  bermeterai  cukup  dan telah  diperiksa  serta

dicocokkan dengan aslinya,  ternyata  bukti  surat  tersebut  telah sesuai

dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P serta diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

ibu  rumah tangga,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Serdang Bedagai,

sebagai  tetangga  Penggugat,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama terakhir di rumah bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun-rukun saja namun sejak bulan Juli  tahun 2022 mulai sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  saksi melihat  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat serta mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan

Perempuan lain;

- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat awalnya

adalah pertengkaran mulut;

- Bahwa  Penggugat  dan Tergugat  pisah rumah sejak bulan  April

tahun 20223

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;

- Bahwa  Tergugat  sebagai  pedagang,  dengan  penghasilan  yang

tidak diketahui saksi

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

didamaikan pihak keluarga Penggugat  dan Tergugat,  namun tidak

berhasil;
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- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat;

2.Saksi  II,  umur  26 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  ibu

rumah  tangga,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai,

sebagai  ipar  Penggugat,  di  bawah  sumpah  menerangkan  sebagai

berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama terakhir di rumah bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun-rukun saja namun sejak bulan Juli  tahun 2022 mulai sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  saksi melihat  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat serta mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan

Perempuan lain;

- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat awalnya

adalah pertengkaran mulut;

- Bahwa  Penggugat  dan Tergugat  pisah rumah sejak bulan  April

tahun 20223

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;

- Bahwa  Tergugat  sebagai  pedagang,  dengan  penghasilan  yang

tidak diketahui saksi

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

didamaikan pihak keluarga Penggugat  dan Tergugat,  namun tidak

berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap

dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat  dalam  Berita  Acara  Sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat

telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah

dipanggil  secara resmi dan patut,  namun tidak datang menghadap ke muka

sidang  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  dan  tidak  ternyata  pula  bahwa  tidak  datangnya  itu

disebabkan  suatu  halangan  yang  sah,  oleh  karena  itu  Tergugat  harus

dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan  tersebut  harus  diperiksa  dan  dapat

dijatuhkan  putusan  atas  perkara  a  quo dengan  tanpa  hadirnya  Tergugat

(verstek);

Menimbang,  bahwa  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa

mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya

upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  tetap  berusaha  menasihati

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga,

akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  31  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatan Penggugat,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;
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Menimbang,  bahwa  bukti  P  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai  ikatan pernikahan yang sah antara

Penggugat dengan Tergugat,  sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil dalil

gugatan Penggugat  adalah fakta  yang dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil dalil

gugatan Penggugat  adalah fakta  yang dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah

saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal

682 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;

2. Bahwa sejak  bulan  Juli  tahun  2022  yang  lalu  antara  Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April

tahun 2023;
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4. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dilakukan  upaya  damai

oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  telah  memenuhi  norma

hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21:

َ ۡومَِن مّن   ۡأنَ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓتهِِٰءاَي لكَمُ لتّسَ ٗجٰوَۡأزَ ۡأنَفُسِكمُ ۡخَلقََ ْٓكنُوُۡا ا

بيَ  ۡإلِيَ وجََعلََ مّودَةّ ۡهاَ ذَ   ۡمَةًۡورََحٗ نكَمُ فيِ لَ ٰإنِّ َٓلكَِ ۡمۡلقَّو ۡتٰي

  ٢١يتَفَكَرُّونَ 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يطلقها وحينئذ التفريق القاضى من تطلب ان يجوزلها

بينهما صلح ال عن وعجز الضرر ثبت اذا بائنة طلقة القاضي

Artinya:  “Dan  bagi  seorang  istri  boleh  mengajukan  perceraian  dari

suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila

nampak  adanya  kemadharatan  dalam  pernikahannya  dan  sulit

didamaikan antara keduanya”;

3. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

ليبۡ لاف اختلد عنو ليبۡ ل ححمصلحة االنگقى خلق وسيلةقى نه

المصلحة  لى إح فتنقلب الطلقإلى المقاصد

Artinya: ”Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya

tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan

untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka

berpindah kepada perceraian”;

4. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

المحصحالح جحلحب عحلى مقحدم المحفحاسحد درء
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Artinya:  “Menolak  mafsadat  harus  lebih  diutamakan  dari  pada  menarik

maslahat”;

Menimbang,  bahwa  dengan  tanpa  mempermasalahkan  siapa  yang

bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993

tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga

seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,

apalagi  Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati

Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena

Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga

usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  telah  ternyata  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  dapat  lagi  mencapai  tujuan  perkawinan  dan  kehidupan

perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat  dan Tergugat hanya akan

menjadi  belenggu  bagi  salah  satu  pihak  bahkan  keduanya  dan

mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  tersebut  hanya  akan  menimbulkan  mudharat  lebih  besar  bagi

Penggugat  dan  Tergugat  dari  pada  maslahat  yang  akan  dicapai  sehingga

perceraian  di  antara  mereka  jauh  lebih  besar  dampak  positifnya  dari  pada

negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan

terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak

hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut

di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tindakan  Penggugat  dan

Tergugat  yang  tidak  mau  bersatu  kembali  dalam  rumah  tangga  dapat

dikualifikasikan  sebagai  “pertengkaran  yang  terus  menerus“  dan  “tidak  ada

harapan  ke  depan  akan  dapat  hidup  rukun  kembali  dalam  rumah  tangga“

sehingga  dapat  dikonstituir  secara  yuridis  bahwa  peristiwa  hukum  tersebut

adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan

keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan

sebagaimana  ditentukan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan

demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada

pendapat ahli fiqih dalam kitab  Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya  “Dan apabila  seorang isteri  sudah sangat  benci  (tidak  cinta)

pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan

talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

terbukti  dan  cukup  beralasan,  oleh  karena  itu  gugatan  Penggugat  sudah

sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu  bain sughra Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Tergugat

dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sejumlah Rp3.000.000,00

(tiga  juta  rupiah).  Terhadap  tuntutan  tersebut,  Tergugat  tidak  memberikan

tanggapan karena tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun nafkah iddah

tetap akan dipertimbangkan;
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Menimbang,  bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai

nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;

2. Berapakah  jumlah  atau  nominal  nafkah  iddah  yang  patut  diberikan

kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan

hukum berikut ini:

Menimbang,  bahwa  aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat

selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat

urgen,  karena dilihat dari  aspek dasar  hak atau alas hak sebagai  pedoman

untuk  menentukan  boleh  tidaknya  Penggugat  memperoleh  nafkah  iddah

kaitannya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Majelis  Hakim  perlu

mengemukakan  ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  16  Tahun  2019  yang  menyebutkan  bahwa:  “Pengadilan  dapat

mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan

dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”;

Menimbang,  bahwa  Pasal  149  huruf  b  Kompilasi  Hukum  Islam

memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah,

maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan

yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali  bekas istri  dijatuhi  talak

ba’in atau  nusyuz dan  dalam  keadaan  tidak  hamil,  sementara  dalam

pertimbangan sebelumnya perceraian dalam perkara a quo adalah cerai gugat

yang  dijatuhi  talak  ba’in shughra,  sehingga  jika  mengacu  pada  ketentuan

tersebut,  Penggugat  sebagai  istri  tidak  berhak  memperoleh  nafkah  iddah.

Namun demikian,  dalam Surat  Edaran  Mahkamah Agung  (SEMA)  Nomor  3

Tahun  2018  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar

Mahkamah Agung  Tahun  2018  Sebagai  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Bagi

Pengadilan dinyatakan: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Mengadili  Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka

istri  dalam  perkara  cerai  gugat  dapat  diberikan  mut’ah,  dan  nafkah  ‘iddah
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sepanjang tidak terbukti nusyuz” 

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  dua  ketentuan  yang  saling

bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori

(asas  penafsiran  hukum  yang  menyatakan  hukum  yang  terbaru

mengesampingkan hukum yang lama), Majelis Hakim menilai meskipun perkara

a  quo  adalah  perkara  cerai  gugat  dengan  talak  ba’in sughra,  Penggugat

sebagai  istri  tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak

terbukti nusyuz;

Menimbang,  bahwa  telah  ternyata  selama  proses  persidangan,

Penggugat  tidak  terbukti  nusyuz,  oleh  karenanya  Penggugat  berhak  atas

nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa  terhadap  aspek  hukum  kedua,  yaitu  mengenai

jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri,  terdapat

kaidah  hukum  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  608  K/AG/2003

tanggal  23  Maret  2005  yang  menyatakan:  “Jumlah  nilai  mut’ah,  nafkah,

maskan,  dan  kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi

kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan  sesuai

dengan  ketentuan  dalam Kompilasi  Hukum Islam dan  perundang-undangan

yang berlaku”. Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan  Penggugat  dan  Tergugat, maka

penentuan  jumlah  atau  nominal  nafkah  iddah harus  disesuaikan  dengan

penghasilan  dan  kemampuan  Tergugat  serta  kebutuhan  riil  atau  kelayakan

hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten

Serdang Bedagai  tentang rata-rata  pengeluaran perkapita  sebulan makanan

menurut  kelompok  pengeluaran  tahun  2020,  biaya  hidup  perorang  untuk

kebutuhan  makanan  rata-rata  berjumlah  554.582,00  (lima  ratus  lima  puluh

empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk diberikan nafkah iddah dan

mut’ah  sejumlah  Rp.  1.500.000  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan
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menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  iddah  kepada  Penggugat

sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga memohon

agar Tergugat dihukum membayar nafkah mut’ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima

ratus  ribu  rupiah).  Terhadap  gugatan  tersebut,  Tergugat  tidak  memberikan

jawaban karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan saksi-saksi Penggugat memberikan

keterangan  bahwa  Tergugat  bekerja  sebagai  pedagang,dengan  penghasilan

yang tidak diketahui saksi;

Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  saksi,  setelah  Pengggugat  dan

Tergugat  berpisah  rumah,  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  biaya

penghidupan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan

tetap  memperhatikan  hak-hak  Penggugat  dan  tidak  memberatkan  kepada

Tergugat  mengenai  kewajibannya,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

Penggugat berhak terhadap mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah), dengan menghukum Tergugat memberikan mut’ah kepada

Penggugat sejumlah Rp. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar

Tergugat  dihukum  untuk  membayar  nafkah  iddah  dan  mut’ah serta  mut’ah

sebelum  Tergugat  mengambil  akta  cerainya.  Terhadap  tuntutan  tersebut,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)

Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagi Pengadilan diatur bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri

pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat: “...

yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar

tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam posita maupun petitum surat

gugatannya,  Penggugat  telah  menarasikan  tuntutan  agar  nafkah  iddah  dan

mut’ah dibayarkan  sebelum  Tergugat  mengambil  akta  cerai,  sehingga  telah
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sesuai  dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2

Tahun  2019  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar

Mahkamah Agung  Tahun  2019  Sebagai  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Bagi

Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat membayar nafkah iddah

dan mut’ah sebelum Tergugat mengambil akta cerainya adalah sebagai upaya

melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian;

Menimbang,  bahwa dari  pertimbangan tersebut  di  atas,  maka Majelis

Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan  mut’ah  yang

telah ditetapkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Pertimbangan   Ex Officio  

Menimbang,  bahwa  hakikatnya  putusan  Pengadilan  pada  dasarnya

adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali  suatu hak kepada

yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan

tidak  dapat  dijalankan  atau  tidak  dapat  dieksekusi.  Oleh  karenanya,  maka

Majelis  Hakim  harus  menghindari  kemungkinan  gagalnya  eksekusi  akibat

putusan  yang  cacat  hukum,  sehingga  secara  yuridis  tidak  dapat  dieksekusi

(non executable). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah

‘Umar  bin  al-Khattab  kepada  Abu  Musa  al-Asy’ari  yang  masyhur  dengan

sebutan risalatul qadla’, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil

alih  pendapat  tersebut  sebagai  pendapat  Majelis.  Di  dalam  surat  tersebut,

Khalifah ‘Umar bin al-Khattab menulis:

لهَُ      لَنفََـاذَ بحَِقّ تكَلَمٌّ لَينَفَْعُ فَإنِهُّ

Artinya:  “karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang

kebenaran  yang  tidak  ada  pengaruhnya  (tidak  dapat

dijalankan).”

Menimbang,  bahwa  berkenaan  dengan  pertimbangan  sebelumnya  di

mana Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan

mut’ah serta nafkah madliyah (lampau) yang telah ditetapkan sebelum Tergugat

mengambil  Akta  Cerai,  maka  agar  hal  tersebut  dapat  dilaksanakan,  Majelis

Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah

untuk  menahan  Akta  Cerai  atas  nama  Tergugat  sampai  dengan  Tergugat
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membayar nafkah iddah dan mut’ah yang telah ditetapkan kepada Penggugat,

dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  mengenai  sengketa  di

bidang  perkawinan,  maka  berdasarkan  Pasal  118  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini  harus dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Menyatakan Penggugat berhak terhadap akibat cerai berupa :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu

rupiah)

2. Nafkah lampau sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat akibat cerai

sebagaimana  dictum  angka  4  huruf  a  dan  b,  sesaat  sebelum  Tergugat

menganbil akta cerai;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk

menyerahkan Akta  Cerai  kepada Tergugat  setelah  Tergugat  memenuhi  isi

diktum angka 4 (empat) huruf a dan b di atas;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

8. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  di  Pengadilan  Agama  Sei  Rampah

dalam Rapat  Permusyawaratan  Majelis  Hakim  pada  hari  Senin,  tanggal  27

November  2023  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  13  Jumadil  Awal  1445
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Hijriyah, oleh kami Istiqomah Sinaga,S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzan

Arrasyid,  S.H.I.,M.A  dan  Ghifar  Afghany,S.Sy.,M.H  masing-masing  sebagai

Hakim Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  oleh  Hakim

Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut dan dibantu Jasmin,S.H sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Istiqomah Sinaga,S.H.I.,M.H 

Hakim Anggota

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A 

Hakim Anggota

dto

Ghifar Afghany,S.Sy.,M.H

Panitera Pengganti

dto

Jasmin,S.H

Perincian Biaya Perkara: 

1. PNBP

a. Pendaftaran Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama Penggugat Rp.

10.000,00
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c. Panggilan Pertama Tergugat Rp.

10.000,00

d. Redaksi Rp. 10.000,00 

e. Pemberitahuan isi putusan Rp.

10.000,00

2. Biaya proses Rp. 60.000,00

3. Panggilan Rp.   700.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan Rp.   225.000,00

5. Biaya Meterai                                                        Rp.     10.000  ,  00  

J u m l a h Rp.   1.065.000,00

(satu juta enam puluh lima ribu rupiah)
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